
 

 

Perihal:  Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan   

  Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 

Kepada Yth. 

Mahkamah Konstitusi 

 

1. Nama   : Dr. H. Rojikinnor, M.Si 

Alamat  :

NIK  :

Email  :

   

2. Nama   : Vina Panduwinata, S.Sos, M.A.P 

Alamat  :

NIK  :

Email  :

 

Adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya dalam pemilihan Walikota dan wakil 

walikota Palangka Raya tahun 2024 Nomor urut 01; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 

Terhadap 

Komisi pemilihan umum (KPU) kota palngaka Raya yang berkedudukan di Jl. Tangkasiang No.16A, Palangka, 

Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112 Selanjutnya disebut Termohon 

 

Menganjukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil 

pemilihan walikota dan wakil walikota palangka raya berdasarkan keputusan KPU Kota Palngaka Raya Nomor 

316 tahun 2024 tentang penetapan hasil  pemilihan walikota dan wakil walikota palangka raya tahun 2024 

yang diumumkan pada hari selasa 3 desember 2024 pukul 21.00 WIB. 

I. Kewenangan Mahkamah konstitusi. 

Bahwa berdasarkan pasal 24 C ayat 1 Undang-undang dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat 1 huruf D, 

Pasal 29 ayat 1 undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan pasal 157 ayat 3, Undang-

Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 

nimor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang 

sebagaimana  telah beberapa kali diubah dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020, dan 

Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara 

perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, Mahkamah Konstitusi Berwenang 

memeriksa, mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, 

bupati dan walikota 

 

II. Kedudukan hukum  (legal standing) Pemohon 



 

 

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 

2024 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan 

walikota pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah  

a. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur 

b. Pasangan bupati dan wakil bupati 

c. Pasangan walikota dan wakil walikota atau, 

d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat 1 pasangan calon 

2. Bahwa berdasarkan keputusan KPU kota palngka Raya nomor 192 tahun 2024 tertanggal 22 

september 2024 Tentang penetapan pasangan calon perserta pemilihan walikota daan wakil 

walikota palngka raya tahun 2024, pemohon adalah peserta pemilihan walikota dan wakil 

walikota palangka raya dengan nomor urut 1 (satu) 

3. Berdasarkan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 4 ayat 1 

Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara 

perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, pemohon mengajukan 

permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon walikota dan wakil 

walikota palangka raya oleh KPU kota palngka raya dengan ketentuan sebagai berikut; 

1. Nomor Urut 1: Dr. H. Rojikinnor, M.Si-Vina Panduwinata, S.Sos, M.A.P 

Dengan perolehan suara sebanyak 46.466 (empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh 

enam ) suara. 

2. Nomor Urut 2: Fairid Naparin, S. E-Ir.. H. Achmad Zaini,M. P. 

Dengan perolehan suara sebanyak 81.472 (delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh 

dua) suara. 

 

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon, pemohon memiliki kedudukan 

hukum (legal  satanding) untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kota 

Palangka Raya Nomor 316 tahun 2024 tentang penetapan hasil  pemilihan walikota dan wakil 

walikota palangka raya tahun 2024 yang diumumkan pada hari selasa 3 desember 2024 pukul 

21.00 WIB. 

 

 

III. Tenggang waktu pengajuan pemohonan 

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 5 Undan-Undang nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 7 ayat 2  

Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara 

perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, yang pada pokoknya menyatakan 

permohonan hanya dapat diajukan dalam waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak 

diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU kabupaten/Kota, yang pada 

permohonan ini ialah tertuju pada keputusan KPU Kota Palngaka Raya Nomor 316 tahun 2024 



 

 

tentang penetapan hasil  pemilihan walikota dan wakil walikota palangka raya tahun 2024 

yang diumumkan pada hari selasa 3 desember 2024 pukul 21.00 WIB 

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon permohonan pemohon diajukan 

ke mahkamah konstitusi masi dalam tenggang waktu sebagaiman yang ditentukan peraturan 

peundang-undangan 

 

 

 

 

 

3. Pokok Permohonan 

1. Uraian DPT 

 

 



 

 

2. Uraian Wilayah Pemilihan (Kecamatan, Keluarahan) 

 

 

3. Uraian TPS 

4. Uraian Suara sah dan Suara Tidak Sah 

5. Uraian Hasil Rekap 



 

 

 

 

6. Uraian pelanggaran  

 

- Bahwa paslon 02 ( Fairid Naparin & Achmad Zaini ) secara tidak langsung telah menyetujui 

dan memerintahkan tim nya untuk mengakomodir tindak kecurangan di TPS ( lebih dari 

satu TPS ) dengan mengelola banyak orang secara terstruktur, sistematis & masif  untuk 

mencoblos paslon 02 berkali-kali atau secara berulang atau lebih dari satu kali dengan media 

undangan resmi DPT atau surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih ( model 

C6 – KWK ) yang di keluarkan oleh KPU kota Palangka Raya, undangan-undangan tersebut 

dibagikan kepada orang-orang yang diminta untuk mencoblos yang sebelumnya orang-

orang tersebut dikumpulkan dalam satu lokasi untuk di briefing sekaligus membagikan 

undangan-undangan  C6-KWK tersebut yang akan di bawa ke TPS-TPS yang ditunjuk oleh 

kordinatornya 

 

- Bahwa adanya keterlibatan petugas KPPS yang mana memberikan undangan ( C6-KWK ) 

dalam jumlah banyak kepada tim paslon 02 yang mestinya undangan tersebut adalah hak 

masyarakat yang harus dibagikan kepada pemilik hak suara sesuai nama yang tercantum 

dalam daftar undangan ( C6-KWK ), sehingga banyak masyarakat yang tidak menerima 

undangan dimaksud yang mengakibatkan pemilik suara yang sesungguhnya tidak bisa 

mencoblos ke TPS karena undangan atau pemberitahuan ( C6-KWK ) tidak mereka terima 

 

- Bahwa pada poin 1 dan 2 uraian diatas adalah suatu permasalahan yang sangat serius 

karena adanya keterlibatan-keterlibatan pejabat KPPS yang mempunyai kewenangan-

kewenangan terhadap peyelenggaran pilkada yang mana sangat merugikan kami paslon 01    

( Rojikinnor dan Vina Panduwinata ) dan telah terjadi penyimpangan dari pejabat KPPS 

untuk mendukung tindak kecurangan yang dilakukan oleh paslon 02 ( Fairid Napari dan 

Achmad Zaini ) 

 

 



 

 

- Bahwa dalam Hal tindak kecurangan tersebut, kami paslon 01 sangat menyakini bahwa 

gerakan kecurangan paslon 02 yang secara Terukur, Sistematis dan Masif ini tidak hanya 

dilakukan di satu Kecamatan saja, Melainkan 4 Kecamatan lainnya yang ada di Kota 

Palangka Raya 

 

- Bahwa atas kecurangan TSM tersebut di TPS-TPS berdampak pada kemenangan yang 

signifikan dengan selisih rata-rata 200 sampai dengan 300 suara lebih unggul 

 

- Diketahui bahwa partisipasi pemilih sangat rendah, hanya diangka 60%, hal ini tergambar 

di jumlah TPS yang kami menangkan dari DPT 500 sekian suara, yang datang mencoblos 

hanya sekitar 200 orang, maka sangat tidak wajar dan tidak mungkin di TPS yang mereka 

menangkan total jumlah suaranya sesuai dengan jumlah DPT yang ada, bahkan kartu suara 

cadangan pun habis dipergunakan 

 

- Bahwa kami ketahui paslon 02 ( petahana ) mengarahkan struktur pemerintahan mulai 

camat, lurah, rt, dan rw, bahkan bekerjasama dengan KPPS. Sehingga poin 1 disebut diatas 

dapat terlaksana dengan baik ( TSM ) 

 

- Melakukan money politik dimana masing-masing pemilih diberikan mulai dari 150.000,- 

sampai dengan 250.000,- melalui perantara rt & rw 

 

- Membagikan bantuan sosial menggunakan dana Hibah DMI kota Palangka Raya sampai 

membagikan sarung dengan melibatkan unsur ASN ( pemerintah ) bagi kami hal ini adalah 

kecurangan yang dilakukan paslon dengan memanfaatkan jabatannya di DMI kota 

Palangka Raya pada moment PILKADA dengan menggunakan uang hibah 

 

- Membagikan bantuan sosial oleh beberapa OPD salah satunya Dinas sosial pada saat 

tahapan Pemilu 

 

- Camat & Lurah terlibat melakukan pengarahan masa untuk pemenangan paslon 02 melalui 

perangkat RT, RW yang digerakkan secara TSM 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. PETITUM 

 

  1.  Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya  

 

  2. MEMBATALKAN Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316 Tahun 2024 

    Tentang Penetaan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka 

Raya      Tahun 2024 Karena TERBUKTI Dan SAH Melakukan Kecurangan 

secara      Terstruktur,Masif Dan Sistematis (TSM)  

 

  3. MENDISKUALIFIKASI Pasangan Calon 02 Walikota Dan Wakil Walikota Fairid 

    Naparin Dan Achmad Zaini Karena TERBUKTI Dan SAH Melakukan 

Kecurangan     Secara Terstruktur,Masif,Dan Sistematis (TSM) 

 

  4. Mengangkat Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya No 01 

    Rojikinnor Dan Vina Panduwinata Sebagai Walikota Dan Wakil Walikota 

Palangka     Raya  

 

 

 

 

 PEMOHON 1         

 PEMOHON 2 

 

 

 

 

           

 

 Dr. H. Rojikinnor, M.Si      Vina Panduwinata, S.Sos, M.A.P 

 


